PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 12/ 12 /PBI1/2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 10/2/PBI/2008 TENANG
BANK INDONESIA - SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi
perkembangan ekonomi, keuangan dan moneter,
efektivitas  pelaksanaan operasi moneter perlu
ditingkatkan;

b. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan efeldivita
pelaksanaan operasi moneter, Bank Indonesia medakuk
penyempurnaan ketentuan mengenai Bank Indonesia-
Scripless Securities Settlement System;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu melakukan perubaha
terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor:
10/2/PBI/2008 tentang Bank Indonestaripless
Securities Settlement System;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubahagieng
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3790);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3608);

3. Undang-Undang.




-2-

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia iahu
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4962);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat
Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4236);

5. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 4867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERAHAN
ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
10/2/PBI/2008 TENTANG BANK INDONESIA -SCRIPLESS
SECURITIESSETTLEMENT SYSTEM.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank IndonestaeoN10/2/PBI1/2008 tentang
Bank Indonesigcripless Securities Settlement System (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaegyaitd Republik Indonesia
Nomor 4809) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, afghkagka 5, angka 6,
angka 10 dan angka 21 diubah, dan di antara ahgleen angka 2 disisipkan
1 (satu) angka yakni angka 1.a, di antara angkar?amgka 3 disisipkan 1
(satu) angka yakni angka 2.a, serta di antara abglan angka 6 disisipkan 1
(satu) angka yakni angka 5.a, sehingga Pasal Libwgrbebagai berikut:

Pasal...
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksundjae :

1.

l.a.

2.a.

5.a.

Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalamanga
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 199&amrk kantor
cabang bank asing di Indonesia dan Bank Umum Syaehbagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008ang
Perbankan Syariah.

Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakaneter oleh Bank
Indonesia dalam rangka pengendalian moneter me@hégrasi Pasar
Terbuka dan Koridor Suku Bung&#nding Facilities).

Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut &@Rilah kegiatan
transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bardoriesia dengan
Bank dan/atau pihak lain dalam rangka Operasi Monet

Koridor Suku BungaS{anding Facilities) yang selanjutnya disebut
Standing Facilities adalah kegiatan penyediaan dana rupi&hding
facility) dari Bank Indonesia kepada pesefanding Facilities dan
penyediaan penempatan dana rupiaepdsit facility) oleh peserta
Sanding Facilities di Bank Indonesia dalam rangka Operasi Moneter.
Instrumen Operasi Moneter adalah instrumen yangindigan dalam
rangka OPT dan Koridor Suku Bung&anding Facilities) serta
ditatausahakan pada Bank IndoneSiapless Securities Settlement
System.

Fasilitas Pendanaan adalah penyediaan dana yangt dsgrupa
pemberian kredit atau pembiayaan dari Bank Inden&spada Bank
yang penatausahaannya dilakukan melalui Bank Iredaferipless
Securities Settlement System.

Surat Utang Negara yang selanjutnya disebut SUMNadarat berharga
yang berupa surat pengakuan utang dalam mata wgoighrmaupun
valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dankmjooleh Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakusghagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku.

Surat Berharga Syariah Negara yang selamgutisebut SBSN, atau
dapat disebut Sukuk Negara, adalah SBN yang dikarbiberdasarkan
prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaaratianh aset SBSN, baik
dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, sebagai dimaksud
dalam Undang-Undang yang berlaku.

6. Surat..
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Surat Berharga Negara yang selanjutnya disebut &&iMah Surat Utang
Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.

Surat Berharga adalah surat berharga yang ditarbittleh Bank
Indonesia, pemerintah dan/atau lembaga lain, yéatadsahakan dalam
Bank IndonesiaScripless Securities Settlement System.

Sistem Bank IndonesiaReal Time Gross Settlement yang selanjutnya
disebut Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem trarddaa elektronik
antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang Rupiahg
penyelesaiannya dilakukan secara seketika per akanssecara
individual.

Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya
disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Batdnesia
termasuk penatausahaannya dan penatausahaan &dnargd secara
elektronik dan terhubung langsung antara Pesedaydkfenggara dan
Sistem BI-RTGS.

Transaksi Dengan Bank Indonesia adalah transakg) gidakukan oleh
Bank Indonesia dalam rangka kegiatan Operasi Mondtasilitas
Pendanaan, transaksi SBN untuk dan atas nama peahedan/atau
transaksi lainnya melalui BI-SSSS.

Penatausahaan Surat Berharga adalah kegiatan yamgcakop
pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen spembayaran kupon
(bunga) atau imbalan dan nilai pokok/nominal SBextharga.
Penyelenggara BI-SSSS yang selanjutnya disebuteRemggara adalah
pihak pengelola BI-SSSS yang menyelenggarakan teegiiransaksi
Dengan Bank Indonesia dan penatausahaannya sen@abBsahaan
Surat Berharga.

Peserta BI-SSSS yang selanjutnya disebut Peseatahagengguna BI-
SSSS yang memenuhi persyaratan dan/atau disetu@gh 8ank
Indonesia untuk melakukan kegiatan Transaksi Derggk Indonesia
dan/atau Penatausahaan Surat Berharga.

Peserta Lelang SBN adalah Bank dan/atau lembagengan lain yang
ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai dealer utantak dapat ikut
serta dalam lelang SBN.

Central Registry adalah Bank Indonesia yang melakukan fungsi
Penatausahaan Surat Berharga untuk kepentingartdPgarg memiliki
rekening Surat Berharga di BI-SSSS.

ub-Registry adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan
kustodian yang memenuhi persyaratan dan disetlghiB®ank Indonesia

melakukan..
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melakukan fungsi Penatausahaan Surat Berharga upkntingan
nasabah.

Setelmen Surat Berharga adalah kegiatan pendedatapengkreditan
rekening Surat Berharga melalui BI-SSSS dalam rarmqggnatausahaan
Transaksi Dengan Bank Indonesia dan PenatausabaainB&rharga.
Setelmen Dana adalah kegiatan pendebetan dan péitgkr rekening
giro dan/atau rekening lainnya di Bank Indonesidaiue Sistem BI-
RTGS dalam rangka penatausahaan Transaksi Dengdn IBdonesia
dan Penatausahaan Surat Berharga melalui BI-SSSS.

Delivery Versus Payment yang selanjutnya disebDiVP adalah setelmen
transaksi Surat Berharga dengan cara Setelmen Benadrga dilakukan
bersamaan dengan Setelmen Dana.

Free of Payment yang selanjutnya disebEbP adalah setelmen transaksi
Surat Berharga dengan cara Setelmen Surat Berddagiakan melalui
BI-SSSS, sedangkan Setelmen Dana dilakukan tidedkradoersamaan
dengan Setelmen Surat Berharga atau tanpa SetBlamen

Rekening Surat Berharga adalah rekening milik Redertentu di BI-
SSSS untuk mencatat kepemilikan Surat Berhargaataninstrumen
Operasi Moneter.

Rekening Giro adalah rekening dalam mata uang Rupiang
ditatausahakan di Bank Indonesia yang digunakarandarangka
pelaksanaan BI-SSSS.

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) diubah sebagaimarsatenc dalam penjelasan.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (2patiusehingga Pasal 3
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pihak-pihak yang dapat menjadi Peserta adalah:

Bank Indonesia.

Kementerian Keuangan.

Bank.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valutg.Asi
Perusahaan Efek.

Pialang pasar modal.

Lembaga lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Se@ oo Ty

(2) Pihak-pihak..
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Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (lihntektsebagai:

a. Penerbit Surat Berharga;

Peserta Operasi Moneter;

Lembaga perantara dalam kegiatan Operasi Moneter;

Peserta Fasilitas Pendanaan;

Peserta Lelang SBN; dan/atau

f.  Pemilik Rekening Surat Berharga@#ntral Registry.

Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) degaadi Peserta
setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan @ek Bidonesia.

coooT

Penjelasan Pasal 4 huruf a angka 1 diubah sebagmitescantum dalam
penjelasan.

Penjelasan Pasal 14 diubah sebagaimana tercantam panjelasan.

Penjelasan Pasal 15 ayat (1) diubah sebagaimaraatem dalam penjelasan.

Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah sehingga Pé&darbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)

3)

(4)

Pasal 16

Penyelenggara melakukan penatausahaan TransaksgaeBank
Indonesia.

Penatausahaan Transaksi Dengan Bank Indonesia aselbag
dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan penataaisalmstrumen
Operasi Moneter, penatausahaan Fasilitas Pendapaaatausahaan
transaksi SBN untuk dan atas nama pemerintah gematausahaan
transaksi lainnya melalui BI-SSSS.

Penatausahaan Transaksi Dengan Bank Indonesia ri teddiri
penatausahaan transaksi yang terkait Surat Berhdagatanpa Surat
Berharga.

Penatausahaan Transaksi Dengan Bank Indonesia tgakagt Surat
Berharga dilakukan sesuai ketentuan yang diat@ndd&tasal 17 sampai
dengan Pasal 31.

Penjelasan Pasal 20 ayat (5) diubah sebagaimaaatem dalam penjelasan.

Penjelasan Pasal 37 huruf e diubah sebagaimamatenc dalam penjelasan.

Pasal..
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Pasal Il

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku padgdah 4 Agustus 2010.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Agustus 2010

Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Agustus 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR93
DASP



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 12/ 12 /PBI/2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 10/2/PBI/2008 TENANG
BANK INDONESIA - SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM

PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 2
Ayat (2)
Dalam rangka menjaga kelancaran
penyelenggaraan BI-SSSS, Penyelenggara antara
lain menyediakan aplikasi BI-SSSBelp Desk
terkait dengan operasional BI-SSSS, dan sistem
layanan informasi, serta ketentuan dan prosedur
baik dalam keadaan normal, keadaaan tidak
normal maupun keadaan darurat.
Angka 3
Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
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Huruf d
Yang dimaksud “Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian” adalah pihak yang
menyelenggarakan kegiatan kustodian
sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan
Efek, dan pihak lain, sebagaimana diatur
dalam perundang-undangan yang
berlaku.

Huruf e
Yang dimaksud “Perusahaan Pialang
Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing”
adalah perusahaan yang didirikan khusus
untuk melakukan kegiatan jasa perantara
bagi kegiatan nasabahnya di bidang pasar
uang Rupiah dan valuta asing dengan
memperoleh imbalan atas jasanya.

Huruf f
Yang dimaksud “Perusahaan Efek”
adalah pihak yang melakukan kegiatan
usaha sebagai penjamin emisi efek,
perantara pedagang efek dan/atau
manajer investasi.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Persetujuan oleh Bank Indonesia antara
lain  didasarkan pada  peraturan
perundang-undangan yang terkait,
pertimbangan pengembangan pasar surat
berharga di  Indonesia, dan/atau
pertimbangan teknis.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Peserta Operasi Moneter terdiri dari
peserta OPT dan pesert&anding
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Facilities sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Bank Indonesia yang mengatur
tentang Operasi Moneter.

Huruf c
Lembaga perantara dalam kegiatan
Operasi Moneter antara lain pialang
pasar uang rupiah dan valuta asing,
dan/atau pialang pasar modal
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Bank Indonesia yang mengatur tentang
Operasi Moneter.

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 4
Huruf a
1. Pelaksanaan Operasi Moneter oleh Bank Indonesia
sesuai ketentuan yang berlaku;
Angka 5
Pasal 14
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 15
Ayat (1)

Transaksi Dengan Bank Indonesia secara
langsung hanya dapat dilakukan oleh Peserta yang

terdaftar...
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Pasal 16
Ayat (1)
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terdaftar pada Penyelenggara untuk dapat
mengikuti Transaksi Dengan Bank Indonesia.
Transaksi Dengan Bank Indonesia yang harus
dilakukan oleh Peserta secara langsung antara lain
transaksi Fasilitas Pendanaan dan transaksi jual
beli secara bersyarateo).

Yang dimaksud denganbroker” antara lain
pialang pasar uang rupiah dan valuta asing
sebagai lembaga perantara dalam rangka OPT,
serta Bank dan perusahaan efek sebagai peserta
lelang SBN.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penatausahaan Instrumen Operasi Moneter
mencakup antara lain kegiatan Setelmen Dana,
Setelmen Surat Berharga, pencatatan
penerbitan/kepemilikan/penempatan, perhitungan
diskonto, pembayaran bunga atau imbalan, nilai
pokok/nominal  Surat Berharga, dan/atau
kewajiban membayar karena kegagalan setelmen.
Penatausahaan Fasilitas Pendanaan mencakup
antara lain kegiatan Setelmen Dana, pencatatan
agunan Surat Berharga, perhitungan dan
pembayaran bunga atau imbalan atas penggunaan
fasilitas, pelunasan fasilitas saat jatuh waktu
dan/atau pelaksanaan eksekusi agunan dalam hal
Bank tidak dapat melunasi kewajiban.
Penatausahaan SBN untuk dan atas nama
pemerintah seperti kegiatan setelmen hasil lelang
penerbitan SBN yang antara lain mencakup
pencatatan penerbitan dan kepemilikan, Setelmen
Dana dan Setelmen Surat Berharga.

at ...
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Ayat (3)
Penatausahaan Transaksi Dengan Bank Indonesia
yang terkait dengan Surat Berharga antara lain
terdiri dari penatausahaan transaksi SBI, jual beli
secara bersyaratepo danreverse repo) dengan
Surat Berharga sebagaiderlying transaksi, SBN
untuk dan atas nama pemerintah dan Fasilitas
Pendanaan dengan jaminan Surat Berharga.
Penatausahaan Transaksi Dengan Bank Indonesia
tanpa Surat Berharga antara lain terdiri dari
penempatan berjangk#eim deposit) dandeposit

facility.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 20
Ayat (5)
Salah satu ketentuan penatausahaan Surat
Berharga yang wajib dipenuhi ol&ub-Registry
adalah ketentuan kewajiba®ub-Registry untuk
melakukan penatausahaan SBI sesuai ketentuan
one month holding period bagi pemilik SBI.
Angka 9
Pasal 37

e. sanksi kewajiban membayar terkait ketentuan
Operasi Moneter;

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5146
DASP



